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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produktif 

dalam suatu perekonomian secara terus menerus atau berkesinambungan sepanjang 

waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin 

lama semakin besar (Todaro & Smith 2006). Pertumbuhan ekonomi juga merupakan 

salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara, semakin 

tinggi laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara maka akan semakin meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi adalah 

pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah ukuran yang paling sering dipakai 

sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional suatu negara dapat 

menunjukan seberapa besar aktivitas perekonomian secara keseluruhan.  

Kemajuan perekonomian suatu bangsa dapat dilihat dari pertumbuhan 

ekonominya. Setiap negara selalu berusaha memacu tingkat pertumbuhan ekonominya, 

pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan karena memungkinkan masyarakat 

mengkonsumsi barang dan jasa lebih banyak. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 

5 dekade terakhir mengalami pasang surut sesuai dengan kondisi perekonomian dunia. 

Pertumbuhan ekonomi yang di ukur oleh pendapatan nasional menunjukkan 

pertumbuhan yang fluktuatif atau masih tidak stabil. Kondisi perekonomian Indonesia 

sebagai negara berkembang belum mencapai kondisi steady state yang dimana suatu 

perekonomian sudah berada dalam keadaan stabil dan tidak mudah terkena goncangan. 

Tabel 1.1  

Kondisi Perekonomian Indonesia Tahun 1969-2019 

Tahun 
Pertumbuhan 

PDB 

Tingkat 

Inflasi 

1969 14,68 15,48 

1979 -2,46 16,23 

1989 10,01 6,41 

1999 44,65 20,47 

2009 4,36 4,38 

2019 6,21 3,03 

Sumber: World Bank 
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Perekonomian Indonesia khususnya pertumbuhan ekonominya selalu 

dipengaruhi oleh beberapa goncangan (shock). Salah satu goncangan yang selalu 

teringat adalah krisis ekonomi pada tahun 1998 dimana pada saat itu tingkat inflasi 

menurut world bank mencapai 58,45% dan laju PDB bertambah buruk yang awalnya 

pada tahun 1997 sebesar -6,48% pada tahun 1998 menjadi -56,38%. Awal mula terjadi 

krisis ekonomi pada tahun 1998 adalah terjadinya krisis di Thailand pada pertengahan 

tahun 1997 yang dimana mata uang Thailand yaitu baht anjlok, hal ini menyebabkan 

merembetnya krisis tersebut ke negara-negara tetangga lain termasuk Indonesia. 

Pada tahun 2008 perekonomian di seluruh dunia sedang berada dalam keaadaan 

resesi ekonomi global, hal ini bermula di Amerika Serikat pada tahun 2007 dan mulai 

dirasakan dampaknya ke seluruh negara didunia termasuk Indonesia. Indonesia terkena 

imbas resesi ekonomi global ini ketika menjelang akhir tahun 2008, dimana 

pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV mendapat tekanan berat, setelah mencatat 

pertumbuhan ekonomi dari kuartal I hingga III masih di atas 6%. Indonesia sendiri 

secara umum bukanlah yang terburuk dari negara-negara lain di dunia, belajar dari 

pengalaman krisis yang pernah terjadi sehingga pemerintah sudah bisa mengatisipasi 

keadaan sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2008 relatif aman yaitu sebesar 6,1% 

atau sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 6,3% dengan tingkat inflasi 

sebesar 11,06%. 

Tabel 1.2  

PDB Indonesia tahun 1969-2019 berdasarkan harga kostan dengan tahun 

dasar 2010 (dalam Milliar rupiah) 

Tahun PDB Laju Pertumbuhan Ekonomi 

1970 805.722,60 7,55% 

1975 1.127.449,10 4,97% 

1980 1.650.352,90 9,88% 

1985 2.079.768,80 2,46% 

1990 2.816.407,90 7,24% 

1995 3.974.421,00 8,22% 

2000 4.121.726,20 4,92% 

2005 5.192.500,50 5,69% 

2010 6.864.133,10 6,22% 

2015 8.982.517,10 4,87% 

2019 10.949.037,80 5,01% 
Sumber: BPS (diolah) 
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Laju Pertumbuhan

Melihat dari tabel 1.2 diatas, bisa terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 

1969-2019 berdasarkan harga konstan dengan tahun dasar 2010, laju pertumbuhan 

ekonominya mengalami kondisi fluktuatif atau belum stabil. Hal ini bisa terlihat bahwa 

laju pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengalami kenaikan dan penurunan 

disetiap tahunnya. Sedangkan untuk jumlah PDB-nya negara Indonesia setiap tahunnya 

mengalami peningkatan secara terus menerus. Hanya pada tahun 1998 mengalami 

penurunan akibat terjadinya krisis ekonomi, jumlah PDB Indonesia (dalam milliar 

rupiah) tahun 1998 sebesar 3.987.608,90 turun dari tahun sebelumnya, jumlah PDB 

tahun 1997 sebesar 4.486.545,40.  Pada tahun 2019 jumlah PDB Indonesia sebesar 

10.949.037,80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1   

Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 1969-2019 berdasarkan 

harga konstan dengan tahun dasar 2010 
Sumber: BPS (diolah) 

 

 Melihat dari Gambar 1.1 diatas, bisa terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi 

Indonesia tahun 1969-2019 berdasarkan harga konstan dengan tahun dasar 2010, laju 

pertumbuhannya mengalami naik turun. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 

1980 dengan tingkat pertumbuhan 9,88%, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 
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1998 dengan laju pertumbuhan -13,12%. Tahun 2013-2019 laju pertumbuhan ekonomi 

Indonesia cukup stabil dengan rata-rata laju pertumbuhannya sebesar 5,09%. 

Suatu negara tentunya harus memiliki sistem pemerintahan yang bisa 

menstabilkan perekonomian negaranya. Peran pemerintah sangat penting untuk bisa 

mensejahterakan masyarakatnya dan peredam gejolak ekonomi serta politik dari dalam 

negeri maupun luar negeri. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Hidayat 

(2010) bahwa Pemerintah sebagai pelaku ekonomi memiliki peranan penting dalam 

mengatur, mengawasi perekonomian, pemerintah juga mampu melaksanakan kegiatan 

ekonomi yang tidak dilaksanakan oleh pelaku ekonomi lainnya baik swasta maupun 

rumah tangga. Untuk itulah diperlukan campur tangan pemerintah dibutuhkan dalam 

satu perekonomian dan hanya untuk kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang 

banyak.  

Sedangkan menurut Samuelson dan Nordhaus (2004) ada empat faktor sebagai 

sumber pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah (1) sumberdaya manusia, 

(2) sumberdaya alam, (3) pembentukan modal, dan (4) teknologi. Pengeluaran 

pemerintah berperan dalam pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah di 

berbagai bidang seperti sarana dan prasarana. Pembentukan modal di bidang sarana 

dan prasarana ini umumnya menjadi social overhead capital (SOC) yang sangat penting 

dalam pertumbuhan ekonomi. SOC ini sangat penting karena pihak swasta tidak akan 

mau menyediakan berbagai fasilitas publik, namun tanpa adanya fasilitas publik ini 

maka pihak swasta tidak berminat untuk menanamkan modalnya. Pertumbuhan 

ekonomi dan peningkatan pendapatan akan terdorong naik dengan adanya berbagai 

fasilitas publik. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sistem pemerintah yang optimal 

dapat mensejahterahkan masyarakatnya. 

Pemerintah sendiri mempunyai dua kebijakan, yaitu kebijakan moneter dan 

kebijakan fiskal. Dimana kebijakan moneter adalah kebijakan yang mengatur jumlah 

uang beredar dan tingkat suku bunga, sedangkan kebijakan fiskal adalah kebijakan 

pemerintah yang lebih menitikberatkan kepada penerimaan dan pengeluaran suatu 

negara. Pengeluaran pemerintah memiliki kedudukan yang sangat penting atau 

strategis dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.  
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Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengeluaran konsumsi pemerintah 

didefinisikan sebagai jumlah seluruh pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk 

membiayai kegiatannya, yang terdiri dari pembelian barang dan jasa termasuk bantuan 

social (biaya antara), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai), dan 

penyusutan barang modal, dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa (output 

pasar) pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah (yang bukan 

dikonsumsi pemerintah). Pengeluaran pemerintah atas barang maupun jasa 

dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu konsumsi pemerintah dan investasi 

pemerintah. Yang termasuk dalam golongan yang pertama (konsumsi pemerintah) 

adalah pembelian ke atas barang dan jasa yang akan dikonsumsikan, seperti membayar 

gaji guru sekolah, membeli alat-alat tulis dan kertas untuk digunakan dan membeli 

bensin untuk kendaraan pemerintah. Sedangkan investasi pemerintah meliputi 

pengeluaran untuk membangun prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit dan irigasi 

(Sukirno, 2010). 

Tabel 1.3  

Pengeluaran Pemerintah (dalam milliar rupiah) 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kemenkeu RI 

Jika melihat Tabel 1.3, pengeluaran pemerintah secara total setiap tahunnya 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, peningkatan itu terjadi dari tahun 1970 

yang total pengeluaran pemerintah hanya sebesar 430,9 miliar rupiah menjadi 13.924 

triliun rupiah pada tahun 2015 atau dalam kurun waktu 45 tahun, dimana peningkatan 

perubahannya sekitar 3.000 kali lipat. Peningkatan pengeluaran pemerintah total yang 

pesat ini dikarenakan adanya inflasi dan peningkatan pendapatan negara. 

Tahun Total Pengeluaran Pemerintah 

1970 430,9 

1975 2.707,6 

1980 10.214,6 

1985 21.337,6 

1990 36.142,9 

1995 67.302,7 

2000 197.030,3 

2005 266.220,00 

2010 725.243,00 

2015 1.392.442,00 
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Sektor-sektor fundamental yang menjadi saluran pengeluaran pemerintah adalah 

pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas 

pendidikan dan kesehatan, dan pengeluaran untuk pengembangan infrastruktur dibuat 

untuk kepentingan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat terwujudkan dengan 

pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. 

Pemenuhan kebutuhan dasar akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Sumber daya yang berkualitas akan mampu memberikan kontribusi dalam kemajuan 

teknologi yang lebih mutakhir sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi dan 

meningkatkan pendapatan yang nantinya akan menaikkan laju pertumbuhan ekonomi. 

Tabel 1.4  

Kontribusi Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan, Kesehatan, dan 

Infrastuktur terhadap total APBN Tahun 2005-2019 

Tahun 
Kontribusi Pengeluaran Pemerintah (miliar rupiah) 

Pendidikan Kesehatan Infrastruktur 

2005 25.987,39         (9,76%) 7.038,10           (2,64%) 2.280,00          (0,85%) 

2006 43.287,40         (10,12%) 12.730,30         (2,97%) 6.049,00          (1,41%) 

2007 54.067,14         (10,71%) 17.467,05         (3,46%) 10.659,00        (2,11%) 

2008 64.029,17         (11,16%) 17.270,31         (3,01%) 14.129,00        (2,46%) 

2009 89.900,00         (12,54%) 17.300,00         (2,41%) 18.135,00        (2,53%) 

2010 84.086,50         (11,59%) 18.001,80         (2,48%) 20.907,00        (2,88%) 

2011 91.483,00         (10,93%) 17.649,40         (2,10%) 23.425,00        (2,80%) 

2012 103.666,70       (10,74%) 16.564,50         (1,71%) 26.477,00        (2,74%) 

2013 118.467,10       (10,26%) 17.284,00         (1,49%) 30.722,00        (2,66%) 

2014 131.313,60       (10,50%) 18.077,70         (1,44%) 31.487,00        (2,51%) 

2015 146.392,80       (10,51%) 21.113,20         (1,51%) 20.466,00        (1,51%) 

2016 150.090,00       (11,32%) 67.214,00         (5,07%) 34.651,00        (2,61%) 

2017 143.134,00       (10,88%) 61.724,00         (4,69%) 29.683,00        (2,25%) 

2018 147.562,00       (10,14%) 65.066,00         (4,47%) 31.508,00        (2,16%) 

2019 152.690,00       (9,34%) 62.758,00         (3,83%) 26.516,00        (1,62%) 

Rata-rata 10,7% 2,88% 2,2% 

Sumber: Kemenkeu dan BPS 

Berdasarkan Tabel 1.4 diatas, selama tahun 2005 hingga 2019 kontribusi 

pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur memiliki 

prosinya masing-masing. Pengeluaran sektor pendidikan memiliki rata-rata sebesar  
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10,7% dari total APBN tahun 2005-2019, ini menunjukkan tidak sesuai dengan amanat 

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang 

mengatakan alokasi dana atau anggaran pendidikan minimal dialokasikan sebesar 20% 

dari APBN.  Pengeluaran sektor kesehatan memiliki rata-rata sebesar 2,88% dari total 

APBN tahun 2005-2019, hal ini pun tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang 

nomor 9 tahun 2009  dan komitmen pemerintah tentang kesehatan yang mengatakan 

alokasi anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN, hanya tahun 2016 saja yang sesuai 

dengan amanat tersebut yaitu pengeluaran sebesar 5,07%. Sedangkan pengeluaran 

sektor infrastruktur sendiri yang diwakili oleh pengeluaran untuk perumahan dan 

fasilitas umum hanya menunjukkan rata-rata sebesar 2,2% dari total APBN tahun 

2005-2019.  

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur 

merupakan suatu investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Hasil atau efek pembangunan 

ketiga sektor tersebut tidak bisa dirasakan berdampak langsung melainkan untuk 

jangka panjang bila ingin merasakan dampak dari investasi ketiga sektor tersebut. 

Maka dibutuhkan suatu penelitian yang menggunakan runtut waktu (time series) yang 

cukup panjang untuk mengetahui dampak dari investasi terhadap tiga sektor tersebut, 

hal ini akan membantu untuk melihat pengaruh pengeluaran pemerintah kepada tiga 

sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Jika merujuk kepada hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh pengeluaran 

pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian  Lutfiana Fiqry Ichvani 

& Hadi Sasana (2019),  Constantinos Alexiou (2009), Marta Pascual dan Santiago 

Alvarez-Garcia (2006), Eddy Wibowo Candra (2012), dan Suindyah Suindyah D 

(2017) mengatakan bahwa Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin banyak pengeluaran pemerintah 

yang dikeluarkan, maka akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.  

Sedangkan menurut Shantayanan Devarajan, dkk (1996),  Bharat r. Kolluri, dkk 

(2000), Francis G. Castles & Steve Dowrick (1990), Bassam Abdullah Albassam 

(2020) mengatakan bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 
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Hasil Citra Ayu Basica Effendy Lubis (2014) menyatakan Pengeluaran 

pemerintah untuk pendidikan berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan hasil 

penelitian Ambya (2020) pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan, dan 

infrastruktur secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia.  

Lin (dalam Fatimah, 2007) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDB). Pengeluaran Pemerintah dapat ikut 

mendorong pergerakan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan barang modal 

dalam bidang pembangunan infrastruktur sosial (kesehatan, pendidikan, dan fasilitas 

umum/publik) yang dianggarkan dalam belanja pembangunan. Sehingga penulis bisa 

berhipotesis dan menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan 

secara proposional dan optimal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu 

negara. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap 

masalah tersebut dengan judul “PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH 

SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN INFRASTRUKTUR 

TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA PERIODE 1969-

2019”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat 

beberapa masalah yang dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka panjang. 

2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka panjang. 

3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka panjang. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat tujuan dari penelitian 

yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor 

pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka panjang. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor 

kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka panjang. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor 

nfrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka 

panjang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran atau bahan kajian lebih lanjut dan sebagai perluasan dari penelitian 

terdahulu yang berhubungan terkait masalah pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. 

2. Manfaat Praktik  

a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam 

merumuskan kebijakan ekonomi terkait dengan pengeluaran pemerintah 

(APBN) dalam sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan informasi bagi pembaca 

pada umumnya, dan bagi mahasiswa pada khususnya. 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematika penulisan karya tulis ilmiah ini merujuk pada pedoman karya tulis 

ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2019. 

BAB I   : Pendahuluan 
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Bagian pendahuluan menjelaskan megenai latar belakang penelitian, 

membuat rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, serta menfaat penelitian 

dari penelitian tersebut 

BAB II  : Tinjauan Pustaka 

Bagian bab ini menguraikan mengenai teori-teori serta konsep dari 

permasalahan yang sedang diteliti. 

BAB III  : Metode Penelitian 

Bagian bab ini merupakan bagian yang bersifat procedural penelitian yang 

mencakup alur penelitian dari mulai menentukan objek dan subjek penelitian, 

metode penelitian, dan desain penelitian yang meliputi definisi operasional 

variabel, populasi dan sampel, teknik dan alat pengumpulan data serta teknik 

analisis data. 

BAB IV  : Temuan dan Pembahasan 

Bab ini mengemukakan tentang hasil penelitian yang dicapai melalui kajian 

penelitian yang relevan dan pembahasannya dalam rangka menjawab pertanyaan 

rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. 

BAB V  : Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi 

Bagian bab ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi yang menyajikan 

penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian 

sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil 

penelitian tersebut. 
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